




1.1 Latar Belakang 
Sesuai dengan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 
1945, wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten/kota yang masing-masing 
mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalani otonomi dengan seluas-luasnya 
dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua 
urusan pemerintahan. Daerah juga memiliki kewenangan membuat kebijakan 
daerah untuk memberikan perubahan yang bertujuan pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
Perubahan otonomi daerah sampai dengan tingkat kecamatan memberikan  
mengeluarkan kebijakan pemekaran di sejumlah Kecamatan dengan 
menggabungkan desa-desa yang berada di dalam lingkup pemerintahan 
kecamatan yang bersangkutan. Pemekaran kecamatan saat ini dianggap mendesak 
memgingat jauhnya rentang kendali yang tersebar  di sebuah kabupaten/kota. Oleh 
karena itu, tidak sedikit bupati/walikota yang mengambil kebijakan untuk 
melakukan pemekaran kecamatan dengan maksud untuk mempercepat 
pembangunan daerah. 
Oleh karena itu di dalam pemekaran wilayah membutuhkan landasan 
hukum yang dapat menguatkan suatu otonomi daerah, maka dalam hal ini 
pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai penjabaran atas undang 
undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berbagai pemikiran 
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inovatif dan uji coba terus dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan 
pelaksanaan masyarakat dan penangulangan kemiskinan secara efektif serta 
melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Perubahan menuju perbaikan tentunya memerlukan pengerahan segala 
budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan 
sendirinya, pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan 
kebudayaan dan peradaban manusia. Dalam peraturan pemerintah No 19 tahun 
2008 tentang kecamatan, terkandung maksud mengenai perlunya pemerintah utuk 
menjaga kedekatan dengan masyarakat melalui penyediaan pelayanan pemerintah 
yang lebih baik. 
Pemekaran kecamatan bertujuan untuk menyelesaikan masalah 
ketertinggalan satu daerah. Hanya yang pasti dengan pemekaran daerah 
mempunyai peran untuk lebih di perhatikan dan keluar dari ketertinggalan suatu 
daerah. Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan 
daerah lebih maju dan pelayanan masyarakat lebih dekat dan memiliki anggaran 
yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut. 
Abdullah Rozali  (2005:7) mengungkapkan sama halnya dengan undang-
undang pemerintah daerah sebelumnya, UU No.32 tahun 2004 meletakkan titik 
berat otonomi pada daerah Kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk lebih 
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah 
pusat dan dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan 
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wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan 
sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras.  
Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat 
pelimpahan wewenang dan bertanggung jawab kepada buapati/walikota. Sebagai 
perangkat daerah camat juga mendapatkan pelimpahan kewenangan yang 
bermakna urusan pelayanan masyarakat. Sebagai perangkat daerah, camat juga 
mempunyai kekhususan terutama tugas pokok dan fungsi untuk mendukung 
pelaksanaan atas desentralisasi yaitu adaya suatu kewajiban mengintegrasikan 
nilai-nilai sosial cultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi 
dan budaya. Perwujudan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun 
integritas kesatuan wilayah. Untuk itu pelaksanaan pemekaran kecamatan harus 
didukung oleh personil yang cukup, memiliki kantor camat sendiri , fasilitas 
sarana dan prasarana kantor, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan di 
bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan 
sebagai cirri pemerintah kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam 
hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten kota.  
Kecamatan Pulau Merbau merupakan kecamatan hasil pemekaran 
Kecamatan Merbau. Dasar pembentukannya adalah peraturan daerah kabupaten 
Kepulauan Meranti No. 07 tahun 2011 tentang pembentukan Kecamatan Merbau 
kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ibokota kecamatan nya desa Semukut, 
yang mana sebelum dimekarkan Kecamatan Merbau memang jauh tertinggal dari 
desa yang lainnya khususnya yang tergabung dalam Kecamatan Merbau baik 
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masalah pembangunan, ekonomi, pelayanan, kesehatan, pendidikan, kesehatan, 
serta tranfortasi.  
Hal ini sesuai dengan hasil wanwancara penulis dengan bapak atan 
Ibrahim, M.Pd selaku Sekcam Kecamatan Merbau pada tanggal 06 Februari 2017 
yang mengatakan : 
“pemekaran ini terjadi karena adanya permasalahan-permasalahan yang 
terjadi di desa-desa Kecamatan Merbau seperti pembakaran kantor desa 
jadi dari latar belakang masalah tersebut kami berpikir termasuk saya 
sebagai panitia pemekaran sehingga perlu dimekarkan karena masalah-
maslah didesa selalu tidak tertapungkan sehingga terjadilah pemekaran 
Kecamatan Merbau pada tanggal 26 januari 2011 terbentuk lah 
kecamatan Kecamatan Merbau, karena sebelum pemekaran hubungan 
antar desa sulit sekali karena harus ke Kecamatan Merbau yang sangat 
jauh dan membutuhkan biaya untuk mengurus administrasi seperti ktp dan 
lainnya, dan sekarang keadaan udah membaik karena tidak sulit lagi 
untuk mengurus segala sesuatu tidak perlu jauh-jauh”. 
 
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan Kecamatan 
Merbau sebelum pemekaran sanagat sulit bagi masyarakat untuk mengurus segala 
urusana pelayanan dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa-desa di 
Kecamatan Pulau Merbau dapat dilihat dari pembangunan jalan, listrik yang 
belum memadai, membuat masyarakat ingin berpisah dari kecamatan sebelum nya 
agar bisa membangun kecamatan yang lebih maju.  
Upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap 
individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali di 
sebebut sebagai upaya pembangunan, hakikat pembangunan adalah masyarakat 
atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk 
membangun pemabngunan yang lebih baik, karena pembangunan adalah suatu 
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usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu 
hidup suatu masyarakat. (Aprilia Theresia, 2014 : 1) 
Seiring dengan berkembangnya zaman, pembangunan baik secara fisik 
maupun non fisik gencar-gencarnya dilakukan. Fisik dalam istilah pembangunan 
meliputi sarana dan juga prasarana pemerintah seperti : jalan, jembatan, pasar, 
pertanian dan irigrasi. Kondisi fisik ini dapat berupa letak geografis, dan sumber-
sumber daya alam. Letak geografis sebuah desa sangat menentukan sekali 
percepatan disebuah bangunan, letak strategis, dalam arti tidak sulit untuk 
dijangkau akibat relief dan geografisnya. Pembangunan yang dilaksanakan 
pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan 
fisik atau lembaga yang mempunyai kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial 
pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang 
bergerak di bidang pembangunan fisik saja tetapi juga bergerak dibidang 
pembangunan non fisik sosial. (Bachtiar Effendi, 2002 ; 114) yang menjadi 
bagian non fisik atau sosial yaitu : pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan 
dan pedidikan. Pembangunan non fisik dilakukan guna meningkatkan taraf dan 
kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik peningkatan dan kesejahteraan 
masyarakat dalam bidang pendidikan maupun bidang kesehatan. Oleh karena itu 
peran manusia dalam pembangunan non fisik sangat diperlukan. 
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Merbau pada umumnya 
beraneka ragam seperti : petani karet, petani kelapa, petani sagu, pedagang, 
nelayan dan sebagainya ada yang menjadi pegawai negri sipil maupun swasta. 
Sebelum terjadinya pemekaran keberadaan perkebunan sagu, perkebunan kelapa, 
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dan perkebunan karet di beberapa desa sedikit terhambat dalam pemasaran hasil 
perkebunan untuk mendongkrak ekonomi warga desa yang masih belum 
diseminisasi dan banyak berlubang.  Melihat kondisi seperti ini timbulnya 
tuntutan masyarakat untuk menyampaikan keinginan kepada pemerintah 
Kabupaten untuk memberi kemudahan dalam mengurus administrasi pemerintah 
yang mana ingin memisahkan diri dari Kecamatan Merbau sehingga adanya 
perhatian pemerintah terhadap pembangunan atau perubahan di Kecamatan Pulau 
Merbau. Memisahkan diri dari Kecamatan Merbau merupakan salah satu jalan 
terbaik agar pembangunan dan pelayanan lebih dekat pada masyarakat, dengan 
melihat kondisi desa Kecamatan Pulau Merbau yang tertinggal maka pemerintah 
Kabupaten merespon keinginan tersebut, bahwa sudah saatnya desa Pulau Merbau 
dimekarkan jadi Kecamatan Pulau Merbau agar desa tersebut cepat berkembang 
dan adanya akses atau pembangunan, agar daerah tersebut bisa bersaing dengan 
daerah sebelumnya. Dilihat dari geografisnya bahwa desa Pulau Merbau 
bersebrangan atau terpisah dengan Kecamatan Merbau, bahkan untuk berurusan 
harus melalui tranfortasi laut. Sedangkan untuk pembangunan masih sangat tidak 
layak baik itu pembangunan jalan , jumlah pendidikan belum memadai karena 
kurangnya perhtian pemerintah, serta kesehatan dan lain-lain, karena perhatian 
pemerintah lebih ke ibu kota Kecamatan Merbau. Untuk melihat pembangunan 






Tabel 1.1 :  Pembangunan Kecamatan Merbau Sebelum di Mekarkan 
Tahun 2010 
No Jenis Pembangunan Perkembangan 
1. Pembangunan Jembatan Belum Terlaksana 
2. Pembangunan Jalan Proses  
3. Program jaringan Listrik  Belum Terlaksana 
4. Polindes Proses 
5. Sarana Pasar Belum terlaksana 
6. Pustu Proses 
Sumber data : kantor camat pulau merbau Tahun 2016 
Pada tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa pembangunan sebelum pemekaran 
Kecamatan Merbau dalam pembanguanan fisik mauapun non fisik belum 
memadai karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa desa yang ada di 
Kecamatan Pulau Merbau keadaan dulunya sangat memperhatinkan terutama 
dalam pembangunan fisik dilihat dari data diatas bahwa sebelum pemekaran 
kondisi jalan yang sangat tidak layak untuk dilalui, jembatan yang masih belum 
memadai sehingga sulit untuk masyarakat beraktivitas dan listrik yang belum 
merata di seluruh desa dan pasar yang belum ada. Selain itu dilihat dari 
pembangunan non fisik kurangnya fasilitas kesehatan  seperti pustu dan polindes 
sehingga masyarat sulit untuk berobat dan juaga kurang nya fasilitas pendidikan 
seperti gedung sekolah. Untuk melihat pembangunan sesudah pemekaran bisa 







 Tabel 1.2 :  Pembangunan Kecamatan Merbau Sesudah di Mekarkan 
Tahun 2011-2015 
 
No Jenis Pembangunan Perkembangan Keterangan 
1. Pembangunan Jembatan Terlaksana 2011 
2. Perbaikan Pembangunan 
Jalan Rusak 
proses 2011 
4. Program jaringan Listrik  Proses  2014 
8. Puskesmas Terlaksana 2015 
9. Pembangunan Sekolah Penambahan Gedung 
Sekolah 
2011 
10. Gedung Kantor Camat Proses 2011 
Sumber data : kantor camat pulau merbau Tahun 2016 
Dari tabel di atas dapat dilihat Setelah pemekaran Kecamatan Merbau 
adanya perubahan dari tahun ketahun, jalan yang sudah mulai diperbaiki, 
jembatan yang sudah memadai untuk masyarakat beraktivitas walaupun masih ada 
yang masih belum terlaksana  dan yang terlihat dari perubahan adalah bidang 
kesehatan karena setelah pemekaran sudah ada bangunan pustu dan polindes di 
setiap desa di Kecamatan Pulau Merbau dan sekarang ini sudah ada 
puskesmesmas di Kecamatan Pulau Merbau, dan pendidikan dilihat dari 
penambahan gedung sekolah. 
 Namun itu belum cukup untuk masyarakat atau belum mensejahterakan 
masyarakat, karenan masih adanya pembanguan fisik maupun non fisik yang 
belum memadai di Kecamatan Merbau, masih banyak yang harus diperbaiki baik 
itu dibidang pembanguan jalan, jembatan, ekonomi sosial, pendidikan, dan 
kesehatan. Adapun kondisi jalan di Kecamatan Pulau Merbau dapat dilihat pada 




Tabel 1.3 : Rekapitulasi kondisi jalan di Kecamatan Pulau Merbau   
 Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 
 







Panjang Jalan Keseluruhan 
Jalan Yang Belum Di Aspal 
Jalan Yang Sudah Diaspal 
(Baik) 







Sumber data : kantor camat pulau merbau Tahun 2016 
 Dari tabel di atas dapat dilihat kondisi jalan dikecamatan Pulau Merbau 
yang terdiri dari 11 Desa. Dilihat dari data diatas keseluruhan panjang jalan 32, 
581 Meter dan yang paling banyak yaitu jalan yang belum di aspal yaitu 18.985 
Meter, sehingga membuat masyarakat sulit untuk eraktivitas karena pembangunan 
jlan yang belum memadai. 
Melihat konsepsi kesejahteraan sosial ternyata masalah-masalah sosial 
dirasakan begitu berat dan mengganggu perkembangan masyarakat sehingga 
diperlukan sistem pelayanan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 
kemampuan sosial individu, kelompok atau pun masyarakat. Maka pelayanan 
kesejahteraan sosial adalah pelayanan yang memungkinkan untuk memberikan 
kesempatan kepada orang-orang agar dapat memanfaatkan pelayanan sosial 
seperti pendapatan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, 
perumahan dan lain sebagainya begitu juga di Kecamatan Pulau Merbau. Dilihat 
dari tingkat ekonomi dan sumberdaya manuia melakui tingat pendidikan di 
Kecamatan Pulau Merbau dapat dilihat dari jenis mata pencaharian pada tabel 1.4 
dibawah ini : 
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Tabel 1.4 :  Jumlah Penduduk Kecamatan Pulau Merbau Menurut Jenis 
Mata Pencaharian Tahun 2016 













Mengurus Rumah Tangga 
Pelajar/Mahasiswa 
Pegawai Negri Sipil (PNS) 
Petani/Pekebun 
Karyawan Honorer 

















Sumber Data : Kecamatan Pulau Mebau Tahun 2016 
 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat dikecamatan pulau 
merbau banyak yang bekerja sebagai petani dari 16.838 jiwayang bekerja sebagai 
petani adalah 7.127 jiwa. Sehingga tingkat ekonomi masyarakat di Kecamatan 
Pulau Merbau sangat minim karena dari penghasilan pertanian belum bisa 
memenuhi  kebutuhan masyarakat. Kemudian jika dilihat dari jumlah penduduk 
Kecamatan Pulau Merbau berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada 
table 1.5 berikut : 
Tabel 1.4 :  Jumlah Penduduk Kecamatan Pulau Merbau Menurut 
Tingkat Pendidikan Pada Tahun 2016 
 Sumber Data : Kecamatan Pulau Mebau Tahun 2016 












Sekolah Dasar (SD) 











Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat dikecamatan pulau 
merbau sangat sedikit yang tamatan sarjana yaitu 154 orang dari 16.838 jiwa 
sehingga masyarakat Kecamatan Merbau belum mampu untuk mengelola sumber 
daya alam yang ada dan generasi penerus yang berkulaitas dan meningkatkan 
sumber daya manusia 
Dengan dinamika dan permasalahan yang sering muncul dan berkembang 
dimasyarakat dengan begitu cepat menuntut pemerintah sebagai pelayan 
masyarakat untuk lebih berbenah diri, meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan sumber daya manusia, memperbaiki kerja, serta meningkatkan mutu 
pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, dan pembangunan fisik dan non 
fisik yang memadai. Kecamatan adalah salah satu perangkat daerah diatas desa 
dan kelurahan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik demi melayani 
masyarakat dengan efesien dan semaksimal mungkin. Salah satu hal untuk 
meningkatkan hal tersebut dengan pemekaran kecamatan dan melihat kenyataan 
bahwa pelaksanaan nya berdampak baik atau buruk, dalam penelitian ini peneliti 
lebih melihat insfrastruktrur pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun 
non fisik . Karena sasaran yang hendak dicapai adalah dengan pemekaran tersebut 
apakah berdampak baik atau sebaliknya bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun 
yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah : 
Pendapatan adalah jumlah penghasilan riil yang disumbangkan untuk 
memenuhi kebutuhan bersama (keluarga), dimana pendapatan ini merupakan 
jumlah semua hasil perolehan yang di dapat dalam bentuk uang sebagai hasil dari 
pekerjaannya dari hasil observasi peneliti dilapangan bahwa pendapatan atau 
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tingkat ekonomi masyarakat Kecamatan Merbau sangat minim karena dengan 
pendapatan yang besar maka kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.  
Pembangunan Sarana dan prasarana untuk masyarakat Kecamatan Merbau 
sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat, namun dari hasil observasi 
yang peneliti lakukan sarana dan prasarana di Kecamatan Merbau belum memadai 
seperti jalan yang masih banyak rusak dan masih ada yang belum diaspal 
membuat masyarakat tidak aman untuk beraktivitas sehingga masyarakat 
merasakakan Kurang nya pembangunan yang dirasakan Kecamatan Merbau 
setelah pemekaran dan juga listrik yang belum merata keseluruh desa sehingga 
sebagian masyarakat yang belum masuk listrik harus memakai disel pribadi yang 
membutuhkan biaya sangat mahal. Selain itu juga pembanguanan pasar yang 
belum memadai di Kecamatan Pulau Merbau. 
 Selain sarana dan prasarana, pendidikan juga sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat di Kecamatan Merbau karena dengan adanya pendidikan yang 
memadai membuat generasi penerus yang berkulaitas dan meningkatkan sumber 
daya manusia, dari hasil pengamatan penulis di lapangan tingkat pendidikan 
masyarakat Kecamatan Merbau belum mampu untuk mengelola sumber daya 
alam yang ada. Hal ini dilihat dari masyarakat yang mayoritas berpofesi sebagai 
petani dan tingkat pendidikan yang tidak banyak lulusan sarjana. 
 Kemudian dibidang kesehatan di Kecamatan Merbau fasilitas kesehatan 
setelah pemekaran sudah memadai karena sudah adanya pustu disetiap desa dan 
sekarang sudah ada puskesmas di Kecamatan Merbau sehingga masyarakat tidak 
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sulit untuk berobat waalaupun tidak selengkap di rumah sakit umum. Namunn 
pelayanan terhadap masyarakat kurang baik. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan 
penelitian yang berjudul : Dampak Pemekaran Kecamatan terhadap 
Kesejahteraaan Masyarakat  di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 
1.2  Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas dan dengan melihat 
kondisi dari keberadan Kecamatan Merbau, smapai dengan proses pelaksanaan 
pemekaran Kecamatan Merbau maka dapat diidentifikasikan masalah yaitu: 
1.2.1  Bagaimana Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat di Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti? 
12.2  Apa saja hambatan-hambatan dalam pemekaran kecamatan Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan 
Meranti? 
1.3  Tujuan Penelitian 
 Setelah membaca latar belakang dan mengetahui apa asaja yang menjadi 
pokok permasalahan yang akan di teliti. Maka penelitian ini akan mempunyai 
kajian serta pemahaman lebih mendalam tentang tujuan dari penelitian ini adalah: 
1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana damapak pemekaran kecamatan terhadap 
kesejahteraan masyarakat. 
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1.3.2  Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemekaran kecamatan 
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Merbau Kabupaten 
Kepulauan Meranti? 
1.4. Manfaat Penelitian 
1.4.1.  Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam rangka 
pembangunan konsp-konsep, teori-teori terutama terhadap pemecahan 
masalah pemekaran daerah. 
b. Diharap kan dapat bermanfaat bagi pengembangan administrasi 
pemerintahan mengenai pemekaran wilayah dimasa yang akan datang. 
1.4.2. Manfaat Praktis 
a. Dari hasil penelitian, diharapkan mampu memberikan masukan yang 
berguna bagi pemerintah dan secara khusus bagi pihak yang terkait yaitu 
Kecamatan Merbau. 
b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah 
kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai penilaian kelayakan pemekaran 
kecamtan. 
1.5   Sistematika Penulisan  
 Dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan bab-bab sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan latar 
belakang masalah, rumusan maslah, tujuan dan manfaat penulisan, 
serta sistematika penulisan. 
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BAB II  :  KERANGKA TEORI  
  Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang dijadikan pedoman 
dalam melakukan pembahasan dalam penelitian ini. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
  Dalam bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 
analisa data. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
  Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat Kabupaten 
Kepulauan Meranti serta Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Kepulauan Meranti yang menjadi lokasi penelitan kajian ini. 
BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 
  Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan 
hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan guna memperoleh 
kesimpulan dari pemecahan masalah penelitian. 
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
  Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian 
serta saran-saran yang bersifat membangun bagi objek penelitian agar 
bisa menjadi lebih baik.  
 
 
